
 
 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 76 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2022 Nomor 9); 

 

 

SALINAN 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa 

kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa 

kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.  

6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. 

7. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah 

dan Belanja Daerah. 

Pasal 2  

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.998.495.211.214,00 

bertambah sebesar Rp183.623.122.452,00 sehingga menjadi 

Rp2.182.118.333.666,00, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. semula Rp 1.885.886.801.040,00 

b. bertambah Rp 33.766.401.083,00 

Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 1.919.653.202.123,00 

2. Belanja Daerah 

a. semula   Rp 1.989.495.211.214,00 

b. bertambah Rp 173.776.771.876,00 

Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp 2.163.271.983.090,00 

Total defisit setelah perubahan  Rp   (243.618.780.967,00). 

3. Pembiayaan Daerah 

a. semula   Rp 103.608.410.174,00 

b. bertambah  Rp 140.010.370.793,00 

Jumlah pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 243.618.780.967,00 

Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 243.618.780.967,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp 0,00 
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Pasal 3  

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 

diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan 

pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

hibah; 

4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial; 

5. Lampiran V : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan 

pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan 

pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan 

gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

7. Lampiran VII : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan 

pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ 

kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam 

rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan 

rancangan peraturan kepala Daerah tentang 

penjabaran APBD dengan program prioritas 

perbatasan negara. 

Pasal 4  

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan 

ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 5  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.    

 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 26 Oktober 2022  

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

ttd. 

 

M. AL KHADZIQ 

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 26 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

ttd. 

 

HARY AGUNG PRABOWO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 76 

 

 

 


